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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.

ABSTRAK - berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung, bahwa
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan
keadaan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247),
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka
Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6622), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),



CATATAN

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 4).

Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Ketentuan Umum, diatur tentang
Jenis dan Golongan Retribusi, diatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung, diatur tentang Retribusi Izin Gangguan, diatur tentang Prinsip dan
Sasaran Penetapan Besaran Tarif Retribusi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2023.
Lampiran: 8 halaman.
Penjelasan: 2 halaman.



